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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2019  

TENTANG 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PEMBERIAN HIBAH  

KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata 

Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah 

kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah 

Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6255); 

7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); 

8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 590); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA 

PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PEMBERIAN HIBAH 

KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Penerima Hibah adalah Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing. 

www.peraturan.go.id



2019, No.790 
-3- 

3. Pemerintah Asing adalah Pemerintah suatu negara yang 

memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah 

Indonesia. 

4. Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi pada 

otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik 

dengan Pemerintah Indonesia, dan berdomisili di luar 

wilayah Republik Indonesia, tidak termasuk organisasi 

internasional. 

5. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada 

Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang tidak diterima 

kembali dan secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya yang dialokasikan dalam belanja hibah. 

6. Daftar Rencana Pemberian Hibah yang selanjutnya 

disingkat DRPH adalah daftar rencana pemberian hibah 

tahunan yang layak dan memenuhi kesiapan untuk 

dilaksanakan. 

7. Perjanjian Pemberian Hibah adalah kesepakatan tertulis 

antara Pemerintah dan Penerima Hibah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan nasional yang memuat 

ketentuan dan persyaratan Pemberian Hibah yang 

dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

8. Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut 

Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan 

konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili 

dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan 

Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di 

Negara Penerima atau pada organisasi internasional. 

9. Menteri Luar Negeri yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang 

hubungan luar negeri dan politik luar negeri. 

  

Pasal 2 

Tata cara pengajuan dan penilaian usulan Pemberian Hibah 

kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dimaksudkan 

sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga Pemerintah 
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dalam Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing. 

 

BAB II 

PENGAJUAN USULAN PEMBERIAN HIBAH 

 

Pasal 3 

(1) Pengajuan usulan Pemberian Hibah disampaikan oleh 

menteri/pimpinan lembaga Pemerintah atau pejabat yang 

ditunjuk kepada Menteri. 

(2) Pengajuan usulan Pemberian Hibah dari Perwakilan 

disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri. 

 

Pasal 4 

(1)  Usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 disampaikan secara tertulis dengan melampirkan 

dokumen yang paling sedikit memuat: 

a. calon Penerima Hibah:  

1. nama institusi Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing calon Penerima hibah; 

2. alamat institusi Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing;  

3. pejabat yang bertanggung jawab pada institusi 

Pemerintah Asing/Lembaga Asing;  

4. surat permintaan dari calon Penerima Hibah 

atau pemberitahuan tertulis dari Perwakilan; 

5. usulan Pemberian Hibah kepada Lembaga Asing 

harus menyertakan:  

a) salinan akta pendirian yang dilegalisasi 

oleh otoritas yang berwenang di negara 

asal Lembaga Asing tersebut; 

b) surat pernyataan mengenai asas, tujuan, 

dan kegiatan Lembaga Asing yang bersifat 

nirlaba; 
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c) surat rekomendasi dari Perwakilan yang 

wilayah kerjanya mencakup negara tempat 

Lembaga Asing beroperasi; 

d) anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga Lembaga Asing; dan 

e) profil yang berisi visi, misi, struktur, dan 

pengurus Lembaga Asing. 

b. perkiraan nilai hibah yang mencakup: 

1. rincian perkiraan biaya dalam mata uang 

Rupiah dan/atau ekuivalen valuta asing untuk 

setiap lingkup pekerjaan yang dituangkan 

dalam tabel biaya; 

2. nilai hibah dalam mata uang Rupiah dan/atau 

ekuivalen valuta asing yang akan ditetapkan 

dalam perjanjian Pemberian Hibah; dan 

3. bentuk Hibah. 

c. hasil yang diharapkan dengan mencantumkan: 

1. keluaran (output) yang menjelaskan indikator 

hasil dan bentuk Pemberian Hibah;  

2. hasil (outcome) yang menjelaskan indikator 

mengenai dampak Pemberian Hibah terhadap 

politik luar negeri dan ekonomi nasional 

Indonesia; dan 

3. indikator pemantauan dan evaluasi yang 

menjelaskan mengenai tolok ukur kemajuan 

dan pencapaian tujuan Pemberian Hibah.  

d. analisis risiko dan mitigasi risiko meliputi: 

1. risiko di para pemangku kepentingan; 

2. risiko di pihak pelaksana termasuk pengaturan 

institusional, manajemen keuangan, 

mekanisme dan panduan pengadaan 

barang/jasa, tata pemerintahan yang baik; 

dan/atau 

3. risiko proyek termasuk risiko sosial, lingkungan 

hidup, dan pengawasan pelaksanaan hibah. 

e. analisis manfaat Pemberian Hibah bagi Penerima 

Hibah dan Pemerintah. 
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